
Kontroversi  Polisi  Aktif
Bakal Jadi Ketua KONI Jambi
Jambi  –  Penunjukan  AKBP  Mat  Sanusi  sebagai  Ketua  Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi telah memicu
sorotan  tajam  dari  publik.  Pasalnya,  jabatan  strategis  di
dunia  olahraga  ini  diemban  oleh  seorang  perwira  aktif
Kepolisian  Republik  Indonesia,  yang  secara  hukum  diduga
melanggar undang-undang, Sabtu (05/07/2025).

Polda  Jambi  telah  mengetahui  informasi  ini  dan  akan
menyerahkan  penanganannya  kepada  bidang  khusus  di  internal
Polri, seperti Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Daerah
(Irwasda).

“Kalau nanti ini sudah didalami dan memang ada pelanggaran
terhadap yang bersangkutan, nanti mereka yang akan melakukan
investigasinya,” ujar Kompol M. Amin Nasution, Kasubbid Penmas
Bidang Humas Polda Jambi.

Sementara itu, seorang AKBP yang enggan disebutkan namanya
menyatakan  bahwa  sebagai  perwira  Polri  aktif,  ia  akan
memberikan  sumbangsih  terhadap  dunia  olahraga  tanpa  harus
menjadi ketua.

“Di kepolisian sudah jelas aturannya, di internal kami tidak
boleh  menduduki  jabatan  di  luar  institusi  kecuali  ada
penugasan  khusus  dari  atasan,”  ujarnya.

Menurut Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  anggota
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tidak  dapat  menduduki
jabatan di luar kepolisian kecuali setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian. Masyarakat mempertanyakan
apakah  tindakan  AKBP  Mat  Sanusi  telah  memenuhi  ketentuan
hukum.
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Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa
konsideran  yang  mendasari  pembentukan  undang-undang  ini,
antara lain:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang
kekuasaan negara dan peran kepolisian.

Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  VI/MPR/2000
tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia,  yang  mengatur  tentang  pemisahan
antara TNI dan Polri.

Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang peran TNI dan
Polri.

Dalam hal ini, jika ada peraturan lain yang ingin menganulir
Pasal  28  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002,  maka
peraturan tersebut harus memiliki kedudukan yang setara atau
lebih tinggi dari undang-undang, seperti:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  yang  memiliki
kedudukan yang setara dengan undang-undang.

Jika tidak ada peraturan yang lebih tinggi atau setara yang
menganulir Pasal 28 ayat (3), maka pasal ini tetap berlaku
sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Jambi
terkait  polemik  anggota  yang  merangkap  jabatan  tersebut.
Publik  berharap  agar  prinsip  profesionalisme  dan  supremasi
hukum tetap ditegakkan, bukan dikompromikan atas nama prestasi



atau kepentingan individu. (Red)


